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ABSTRAK  

PROBLEMATIK HUKUM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH 
SISTEMATIK LENGKAP DI KANTOR AGRARIA DAN TATA 
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUASIN 

BAYU IMAM PUTRA 

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah dan kurangnya 
pengetahuan serta kepercayaan masyarakat untuk melakukan pengurusan berkas 
agraria (surat kepemilikan tanah) di kator Kecamatan dan kantor agrarian dan tata 
ruang tanah/Badan Pertanahan nasional menyebabkan kurangnya minat masyarakat 
melakukan pengurusan berkas surat kepemilikan tanah, sehingga peneliti tertarik untuk 
mencari tahu problematik hukum program pendaftaran tanah dan bagaimana mengatasi 
problematik hukum yang terjadi di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahn 
Nasional Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah 
penelitian empiris, sehingga dapat digunakan dengan meteode atau teknik 
pengumpulan data dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil 
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mendaftarkan tanah dan 
beranggapan sulitnya proses pendaftaran sehingga perlunya meningkatkan 
pengawasan terhadap  problematik sangketa tanah dan melakukan himbauan atau 
safety briefing kepada pengelola dan pengurus dalam program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap mengenai proses program yang dilakukan untuk  tidak melakukan 
pemungutan biaya illegal dan tidak mempersulit warga dalam memperoleh informasi 
dan memperoses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah dan 

kurangnya pengetahuan serta kepercayaan masyarakat untuk melakukan 

pengurusan berkas agraria (surat kepemilikan tanah) di kator Kecamatan dan 

kantor agrarian dan tata ruang tanah/Badan Pertanahan nasional yang 

selanjutnya akan disingkat menjadi ATR/BPN menyebabkan kurangnya minat 

masyarakat melakukan pengurusan berkas surat kepemilikan tanah. Kendati 

biaya pengurusan yang dikenakan mahal dan prosesnya terkesan lama, 

masyarakat tidak mau melakukannya, sehingga menyebabkan munculnya 

berbagai kasus sengketa tanah.  

Padatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pertambahan 

luas wilayah menyebabkan banyaknya konflik-konflik agraria yang terjadi 

pada masyarakat.  Hal ini menjadikan tanah sebagai faktor ekonomi penting 

dan memiliki nilai strategis dari sisi mana pun baik social, politik, dan kultur.1 

Sehingga menjadikannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. 

Dan hal itu menjadikan tanah sebagai kubutuhan masyarakat yang semakin 

tahun semakin meniningkat, disamping itu menjadikan tanah adalah salah satu 

aset yang paling berharga yang dimiliki masyarakat.  

 
1 Urip Santoso,  2012,  Hukum Agraria Komprehensif,  Prenadamedia Group, Jakarta  

hal.09 
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Dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana amanat Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

UUPA,2 pemerintah telah mencanangkan program percepatan Pendaftaran 

Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 

2025.  

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selanjutnya akan 

disingkat menjadi PTSL yang artinya program sertifikasi tanah gratis dari 

pemerintah, hal ini dikarenakan masih banyaknya tanah yang belum 

bersertifikat. Selain itu, lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini 

menjadi perhatian pemerintah, sehingga melalui kementerian ATR/BPN 

diluncurkannya Program Prioritas Nasional yang berupa percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut. 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL adalah proses 

pendaftaran tanah pertama kali. program tersebut dilakukan serentak di seluruh 

Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam 

suatu wilayah desa/kelurahan atau yang serentak dengan itu. Sertifikasi tanah 

ini, sepenuhnya dijamin oleh pemerintah mengenai kepastian hukum serta 

perlindungan hukumnya pada hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. 

 
2 Ibid. 
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Meski begitu, program ini tetap menuntut untuk memenuhi persyaratan 

yang diajukan pemerintah. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh untuk ikut  mendaftarkan program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 

Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga atau C1, Fotokopi Letter C milik 

sendiri (Nama sesuai KTP), Fotokopi SPPT-PBB terbaru, Surat Pernyataan 

Penguasaan Fisik diketahui 2 orang saksi, Sketsa Tanah, Nama dan tanda 

tangan Batas Utara, Timur, Selatan & Barat, Menyantumkan letak tanah.  

Tahapan pelaksanaan PTSL berikut ini. 

1. Penyampaian infromasi 

Tahap ini akan dilakukan oleh petugas ATR/BPN di wilayah daerah 

setempat seperti desa atau kelurahan. Penyuluhan akan diikuti oleh 

peserta masyarakat PTSL. 

2.  Pendataan 

Pada tahap ini, petugas akan menanyakan riwayat kepemilikan tanah, 

seperti pemilik sebelumnya, dasar kepemilikan (apakah warisan, hibah, 

atau jual beli) dan riwayat pajak (BPHTB dan PPh) 

3. Pengukuran 

Petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. 

Pada tahap ini, pemohon harus dapat menunjukkan letak, bentuk 

bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah. Selain itu, pengukuran 

lahan harus juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang 

berbatasan. 
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4. Sidang Panitia A 

Petugas akan meneliti data yuridis dan melakukan pemeriksaan 

lapangan. Selain itu, petugas yang terdiri tiga anggota ATR/BPN dan 

satu orang petugas desa/kelurahan, akan mencatat sanggahan, 

kesimpulan dan meminta keterangan tambahan. 

5. Pengumuman dan Pengesahan 

Selama 14 hari pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah 

akan ditempel di kantor desa, kelurahan atau kantor pertanahan 

setempat. 

6. Penerbitan Sertifikat 

Pada tahap ini, pemohon akan menerima sertifikat. Sertifikat tanah akan 

diserahkan oleh petugas dari ATR/BPN kepada pemilik. 

Proses PTSL masih dilakukan secara langsung melalui kantor ATR/BPN di 

kota atau desa yang menjalankan program tersebut.  

 Dengan pola pendaftaran tanah secara sistematis yang artinya 

menguraikan sesuatu dalam hubungan yang teratur, sehingga membutuhkan 

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang cukup dalam 

pelaksanaannya. Menurut Mujiburohman  Kebutuhan akan sumberdaya 

manusia sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan PTSL, baik secara 
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kualitas maupun kuantitas.3 Agar mendapatkan hasil optimal dalam 

pengukuran bidang tanah, idealnya satu orang juru ukur tanah memiliki target 

15-20 bidang tanah terdata per hari atau maksimal 1.000 bidang tanah per tahun, 

sehingga dibutuhkan minimal 10.000 juru ukur tanah untuk bisa memenuhi 

target dari Presiden.  

Menurut berita online Kabupaten Banyuasin pada tanggal 13 Januari, 

2022 dengan judul artikiel “Pastikan Semua Tanah Dan Perkebunan Di Semua 

Kabupaten Dan Kota Di Sumsel Bersertifikat”4 PANGKALAN BALAI – 

Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono S.H, meminta untuk tim 

satuan khusus panitia ajudikasi (PTSL) yang baru dilantik, melakukan 

pemaksimalah masalah sistematis pemberkasan dan kepemilikan tanah di 

Kabupaten Banyuasin dan Kepala Dinas BPN Kabupaten Banyuasin, 

Thontowi S.H, M. Si mengatakan, jika ada empat desa yang difokuskan dalam 

peta kinerja target pendataan pemetaan pertanahan di Kabupaten Banyuasin, 

antara lain Desa Rimau Sungsang, Teluk Payuh, Sumber Jaya, dan Muara Baru, 

dan target sebanyak 11.300 sertifikat. Dirinya juga mengharapkan kinerja 

maksimal dalam melakukan pendataan dokumen kepemilikan tanah di 

 
3 Mujiburohman, D. A, 2018,  Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematik 

lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, hal. 88-101. 
 

4 “Pastikan Semua Tanah Dan Perkebunan Di Semua Kabupaten Dan Kota Di Sumsel 
Bersertifikat,” melalui:https://banyuasinkab.go.id/2022/01/pastikan-semua-tanah-dan-
perkebunan-di-semua-kabupaten-dan-kota-di-sumsel-bersertifikat/ di akses tanggal 13 Januari, 
2023. 
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Kabupaten Banyuasin. Sehingga tidak ada lagi permasalahan dokumen ganda 

dalam kepemilikan tanah. 

Dengan sumber daya manusia yang berbeda baik kuantitas maupun 

kualitas yang dimiliki Kementerian ATR/BPN pada setiap Kantor 

Pertanahannya sebagai pelaksana, untuk mencapai target pendaftaran tanah 

yang telah ditargetkan akan berat pelaksanaannya apabila dilakukan secara 

konvensional, karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia. Maka dari itu 

perlu adanya dukungan dari instansi lain yang terkait, pemerintah daerah, 

lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL. 

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap yang tertuang dalam Pasal 18 dan 42 menyebutkan bahwa 

dalam rangka optimalisasi dan simplifikasi pelaksanaan kegiatan PTSL dapat 

mengoptimalkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat untuk kegiatan 

pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang-bidang tanah dengan bantuan 

Petugas Pengumpul Data Pertanahan. 

Dalam mendukung fungsinya tersebut Kementerian ATR/BPN 

melaksanakan percepatan pendaftaran tanah melalui progam Pendaftaran 

Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), untuk memberikan kepastian hukum 

bidang-bidang tanah dan menjadikan aset reform bagi masyarakat. Presiden 

memberikan target 3 pendaftaran tanah atau legalisasi aset kepada Kementerian 

ATR/BPN sebanyak 9 juta bidang pada tahun 2019, oleh karena itu diperlukan 
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inovasi dalam pelaksanaan progam PTSL agar pendaftaran tanah berjalan 

sesuai dengan target.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan 

mencari tau lebih lanjut mengenai Problematik Hukum Program Pendafraran 

Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.   

B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu : 

1. Apa saja problematik hukum program pendaftaran tanah sistematis 

lengkap di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Banyuasin? 

2. Bagaimana solusi mengatasi problematik hukum program 

pendaftaran tanah sistematis lengkap di kantor Agraria dan Tata 

Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

1. Ruang Lingkup 

 Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Problematik hukum dalam 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan 

terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) sebagaimana amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk 



8 
 

 
 

terselenggaranya kegiatan tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. 

2. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai 

penulis sebagai berikut :  

1.  Untuk mengetahui problematik hukum seperti apa dalam program 

pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kantor Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.  

2.  Untuk mengetahui bagaimana solusi mengatasi problemati hukum 

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kantor 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Banyuasin. 

D. Defenisi Konseptual. 

1. Problematik hukum adalah merupakan sebuah persoalan antara harapan dan 

kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan. Sedangkan 

kaitan dengan hukum Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 

menerangkan bahwa hak milik, demikian pula peralihan, hapusnya dan 

pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-

ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. Sedangkan bunyi Pasal 19 ayat 1 

bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dari pemerintahan sehingga 

dibuka pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan 
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ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang sudah dibuat dan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Selanjutya bunyi pendaftaran tanah ayat 2 tersebut 

meliputi: 

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

2. Program PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang 

dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang 

belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama 

lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah 

memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki 

masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui 

Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: 

sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan 

Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 

2018. PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan 

wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan 

perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.5 

 

 
5 Zatira, A. R., & Thamrin, M. H. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah di Kantor 
Pertanahan Kabupaaten Deli Serdang, Professional: Jurnal Jurnal Komunikasi dan 
Administrasi Publik   
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3. Kementrian ATR/BPN merupakan lembaga pemerintah non kementerian 

yang mempunyai tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi, 

Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan 

pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk 

berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 

1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan 

mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA 

maupun peraturan perundangundangan. Tugas pokok Badan Pertanahan 

Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan 

mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-

undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang 

meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah dan 

lainlain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Presiden. Tujuan dari pembangunan bidang 

pertanahan adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil 

dan makmur yang merata baik material maupun secara spiritual berdasarkan 

Pancasila.6 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 

1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah 

 
6 Oe, Meita Djohan. "Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran 

tanah." Pranata Hukum 10.1 (2015). 



11 
 

 
 

negara hukum” Negara hukum (konstitusional) yang memberikan 

jaminanan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara 

lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak 

miliknya.7 Untuk terselenggaranya kegiatan tersebut, pada 13 Februari 

2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Secara 

khusus kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), Presiden menginstruksikan untuk 

menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap 

dengan menghasilkan keluaran 3 (tiga) kriteria, yaitu:  

a. Bidang tanah yang memenuhi persyaratan untuk diterbitkan  sertipikat. 

b. Bidang tanah yang hanya dicatat dalam daftar tanah karena belum 

memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan karena 

bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau berperkara di 

pengadilan. 

c. Bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum 

memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat, yang disebabkan subjek 

atau objeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah 

pada kegiatan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak 

diketahui keberadaannya. 

 
7 Andrian Sutedi, 2016, Peralihan Hak Atas Tanah,  Sinar Grafika, Jakarta,  hal.01 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis 

penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai 

bagian sumber data yang di gunakan seperti hasil wawancara dan observasi. 

Penelitian ini desebut penelitian Empiris karena penulis melakukan penelitian 

untuk melihat proses problematik hukum dalam program pendaftaran tanah 

sistematis lengkap untuk mendiskripsikan dan mengambarkan secara akurat 

dan faktual. 

2.  Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin. Adapun penelitian lebih memilih 

diwilayah tersebut karena untuk mengetahui sistem dan kendala dalam 

pendaftaran tanah sistemsis lengkap di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin. 

3.  Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang diperoleh dengan cara mengkaji dan membahas 

permasalahan melalui Data  Sekunder antara lain mencakup, dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. 

Beberapa bahan-bahan yang relevan yaitu : 

a) Undang-Undang Dasar 1945, 

b) Undang-Undang Agaria Nomor 5 Tahun 1995, 
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c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 

    Tentang Pendaftaran Tanah, 

d) Peraturan Menteri Argaria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.    

F. Sistematika Penelitian 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab berdasarkan 

buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

 BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Menguraikan Pengertian secara Yuridis, Pengertian 

problematik hukum, pendaftaran tanah, tujuan dan sistem 

pendaftaran tanah dan Objek Program dan Mekanisme 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  di Kantor 

Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Kabupaten Banyuasin. 
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 BAB III : Pembahasan 

Yang berisi pembahasan dari permasalahan tentang 

Problematik Hukum Pendaftaran dan apakah yang menjadi 

kendala dalam proses pendaftaran Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL)  di kantor Agraria dan Tata Ruang 

(ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 

Banyuasin. 

 BAB IV : Penutup 

Yang berisi Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dari 

rumusan masalah,  dan berisi Saran sebagai bentuk tindakan 

lanjut dari hasil peneliti
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